BABV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan di bab sebelumnya, dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1.

Sebelumnya dalam KUHP belum mengenal korporasi sebagai
subjek hukum pidana, maka lain halnya dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru. Definisi dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru lebih luas jika dibandingkan
dengan definisi korporasi dalam hukum perdata. Sebagaimana
dijelaskan sebelumnya bahwa definisi korporasi dalam hukum
perdata adalah suatu badan hukum dan yang tertuang pada Pasal 45

menjelaskan lebih spesifik mengenai korporasi bahwa,

“(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2)
Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan,
koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan
baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum,
badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan
komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Meskipun didalamnya tidak terdapat secara spesifik menyebutkan
mengenai Filantropi yang seharusnya dijelaskan di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru, tetapi dengan disebutkannya
terorganisasi dapat dimaknai dengan filantropi khususnya

filantropi yang dijalankan oleh organisasi teroris.

Dapat menggunakan definisi dari Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Baru serta pengaturan korporasi lebih lengkap
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5.2 Saran

karena langsung menunjukan pidana apa saja yang dapat dikenai
oleh korporasi yang terdiri atas pidana pokok dan pidana
tambahan. Meskipun dalam penerapannya Pasal 45 belum dapat
diterapkan sekarang dengan melakukan penafsiran teleologis dapat
digunakan  untuk  mengetahui  maksud dari  pembuat
Undang-Undang seperti apa dan definisi yang tercantum dapat
dimanfaatkan dan ditafsirkan bahwa definisi korporasi yang
tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

dapat digunakan sebagai acuan.

Peraturan mahkamah agung dapat mengisi kekosongan hukum
mengenai pemidanaan korporasi yang melakukan tindak pidana
pendanaan terorisme, maka menggunakan Peraturan Mahkamah
Agung merupakan hal yang tepat dan Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru hal tersebut lebih jelas lagi
bagaimana  pertanggungjawaban pidana  korporasi. Pada
kesimpulannya Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai
subjek hukum yang melakukan tindak pidana pendanaan terorisme
yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah
Korporasi atau pengurus dan Pihak lain yang terbukti terlibat
dalam tindak pidana korporasi hal ini pun sudah cukup jelas diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru.

. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

sudah terdapat definisi korporasi penulis menyarankan bahwa
untuk membuat memperbaharui Undang-Undang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme karena Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru cukup mencakup banyak hal

di dalamnya.
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2. Meskipun dalam Peraturan Mahkamah Agung dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Baru sudah dapat mengisi
kekosongan hukum, akan tetapi sebaiknya dapat dibuat Hukum
Acara Pidana yang baru guna memastikan tatacara yang konkret.
Karena Hukum Acara Pidana yang sekarang belum mengatur

tentang tata penanganan pidana mengenai korporasi.
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